





2.1  Grand Theory  
2.1.1 Teory of Planed Behaviour (TPB) 
Ajzen dalam Mentari (2017;23) mengembangkan Theory of Reasoned 
Action menjadi sebuah teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan 
memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu 
untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori TPB (Theory of Planned 
Behavior) ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana 
niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau 
seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut 
(Kurniawati & Toly, 2014;3).  
Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar 
pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). 
Teori TPB (Theory of Planned Behavior) tidak secara langsung berhubungan 
dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Namun, 
teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol 
perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku. 
Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan 
perilaku tertentu, kontrol yang dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan 
hal-hal realistik yang mungkin terjadi. Kemudian, keputusan itu direfleksikan 
dalam tujuan tingkah laku, dimana menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti 
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lain sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah 
laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 1991;4) Menurut Kurniawati & Toly 
(2014;3) Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat 
mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: 
1. Behavorial Belief 
Behavorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan 
evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan 
evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian 
membentuk variabel sikap (attitude). 
2. Normative Belief 
Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif 
individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, 
atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan 
perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif 
(subjectif norm). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri 
seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut. 
3. Control Belief 
Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada 
pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang 
mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini 
membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived 
behavioral control). 
 
Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat 
berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum 
individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai 
hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan 
sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan norrmatif dari 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). Hal 
tersebut berkaitan dengan pemahaman perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta 
teknologi dan informasi perpajakan. Ketika pemahaman perpajakan baik, tidak 
adanya diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan yang 
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semakin baik akan memberikan motivasi kepada Wajib Pajak untuk tidak 
melakukan penggelapan pajak. 
 
2.1.2  Teori Atribusi 
Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. 
Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa 
perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal 
forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti 
kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces) yaitu faktor-
faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau 
keberuntungan. Luthans (2005;12) menyatakan bahwa atribusi mengacu pada 
bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. 
Lebih lanjut, Luthans (2005;13) menjelaskan bahwa ada dua jenis atribusi secara 
umum yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional.  
Atribusi disposisional menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari 
faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, yang 
mempengaruhi kesadaran etis. Atribusi situasional menghubungkan perilaku 
seseorang dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial 
(tekanan) dari orang lain. 
Apabila individu mengamati perilaku, mereka mencoba menentukan apakah 
itu ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali pribadi 
dari individu itu sendiri atau perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat 
sebagai hasil dari sebab-sebab luar seperti situasi. 
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Menurut Robbins dalam Mentari (2017;26) terdapat tiga faktor yang 
menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu: 
1. Kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi 
yang berlainan. 
2. Konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang 
menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. 
3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu 
ke waktu. 
 
Berdasarkan uraian diatas, teori atribusi berarti upaya untuk memahami 
penyebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada makna apa yang 
dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) 
dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan bahwa 
kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut 
dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan 
disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi 
(Robbins dalam Mentari, 2017;26). Faktor yang berasal dari luar tersebut akan 
membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda terhadap penggelapan pajak 
(tax evasion). 
 
2.1.3  Teori Persepsi 
Persepsi adalah: Proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri 
individu, sehingga dapat mengenal suatu obyek dengan jalan asosiasi terhadap 
ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya 
sehingga bayangan itu dapat disadarinya (Ensiklopedi Umum, 2000:12). Secara 
sempit persepsi adalah sebagai suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca 
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indera. Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, 
pemahaman, penafsiran terhadap suatu obyek tertentu.  
Persepsi mencakup dua proses kerja yang saling terkait, yaitu: Pareek 
(2001:32):  
1. Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera lainnya. 
2. Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut. Arti 
ditetapkan melalui kesan-kesan indrawi dengan struktur pengertian 
(keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang 
dan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang). 
Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi mengandung 
unsur : 
a. Adanya kesan inderawi 
b.  Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi 
c. Timbulnya kesadaran atas suatu obyek tertentu 
d. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang 
Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian 
menafsirkan suatu obyek tertentu, di mana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-
nilai yang ada dalam individu tersebut. Pesepsi individu banyak dipengaruhi oleh 
berbagai faktor termasuk di dalamnya lingkungan sosial, di mana individu yang 
bersangkutan melakukan interaksi sosial (Plano, 2005). Lingkungan sosial akan 
membentuk kepribadian, cara pandang seseorang terhadap suatu obyek dan cara 
berpikir. Persepsi individu akan membentuk persepsi masyarakat, mengingat 
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bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu yang saling mengadakan 
interaksi sosial. 
Proses pemberian persepsi oleh individu sangat dipengaruhi oleh stimuli 
serta pengetahuan individu terhadap obyek. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Pareek (2005;32) tentang persepsi yang mengatakan bahwa 
persepsi merupakan proses menerima, menyeleksi, menguji, mengorganisasikan 
serta mengartikan suatu obyek kepada indera atau dataPersepsi tidak terlepas dari 
pengamatan individu terhadap lingkungan. Sebagaimana dikatakan oleh Gibson 
bahwa proses pemberian makna kepada lingkungan oleh individu disebut dengan 
persepsi. Jadi bagaimana persepsi individu terhadap obyek stimuli yang 
diamatinya bergantung pada lingkungan, sedangkan proses persepsi terhadap 
stimuli bukan hanya dipengaruhi oleh individu secara fisik, tetapi juga 
dipengaruhi oleh kondisi mental psikologis secara keseluruhan, karena persepsi 
merupakan suatu perpaduan pemberian arti terhadap suatu obyek secara fisik dan 
mental. 
Dari beberapa pendapat di atas tampak adanya pengaruh persepsi dalam 
membentuk perilaku individu sebagai warga negara dalam rangka memenuhi 
kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 
berlaku, sebagai konklusi tentang persepsi individu bahwa persepsi adalah proses 
menerima, mengorganisasikan dan mengartikan suatu obyek. 
Dalam hal ini persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak 
adalah proses individu dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan 
praktik penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang 
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melingkupi individu tersebut. Semakin banyak informasi yang diterima, maka 
akan semakin luas wawasan individu tentang etika penggelapan pajak, dimana hal 
ini akan mendorong individu berperilaku positif (proaktif) terhadap proses 
pelaksanaan perpajakan. 
Oleh karena itu, persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan 
melalui penglihatan,sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian 
ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu, sehingga 
menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Menurut Gibson (2001;43), respon 
individu terhadap obyek akan bergantung pada persepsi yang timbul pada dirinya. 
Kesamaan perilaku akan terjadi apabila individu-individu mempunyai 
persamaan persepsi terhadap obyek. Perilaku individu dipengaruhi oleh 
persepsinya secara langsung. Perilaku individu terhadap etika perpajakan 
dipengaruhi oleh persepsinya terhadap yang obyek yang bersangkutan. Persepsi 
individu terhadap suatu objek akan membentuk perilakunya (Gibson, 2001;43). 
Dalam konteks yang lebih besar perilaku individu akan membentuk perilaku 
masyarakat wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak, 
karena konstruksi masyarakat merupakan sekumpulan dari beberapa individuyang 
memiliki tujuan bersama. Oleh karena itu, persepsi yang positif dari individu 
terhadap etika pajak mutlak diperlukan untuk membentuk persepsi etika 
perpajakan pada suatu masyarakat, yang kemudian pada akhirnya akan 
membentuk perilaku etis terhadap perpajakan. 
 Gambaran di atas secara lebih eksplisit dilukiskan oleh Gibson (2001) 
pada gambar 2.1 sebagai berikut: 
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 Pada gambar 2.1 di atas diperoleh gambaran bahwa dalam melakukan 
sesuatu, individu dipengaruhi oleh beragam variabel, yakni variabel fisiologis 
individu tersebut, variabel lingkungan individu tinggal dan psikologis seseorang. 
Kaitannya dengan penelitian ini maka variabel pemahaman perpajakan, variabel 
pelayanan aparat dan variabel sanksi perpajakan diturunkan dari variabel 
psikologis, dimana individu atau tiap pribadi (wajib pajak) secara psikologis, 
memiliki kecenderungan melakukan tindakan atau perilaku yang didasari 
pemahaman yang cukup, memanfaatkan keadaan lingkungan sekitar dan 
dipersepsikan oleh kelompok-kelompok individu yang lebih luas. 
2.2  Tinjauan Umum Tentang Pajak 
2.2.1   Pengertian Pajak 
Menurut Djayaningrat (2011;3), pajak sebagai suatu kewajiban 
menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu 
Variabel Fisiologis 
- Kemampuan fisik 












 Kelas sosial 
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keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi 
bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta 
dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, 
untuk memelihara kesejahteraan umum. 
Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak 
memiliki unsur - unsur: a) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan. b) Pajak dipungut 
oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. c) Pajak 
merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah) d) 
Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung. e) Pajak 
diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi budgetair), yang 
bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai 
investasi publik. f) Pajak untuk melaksankan kebijakan pemerintah dalam bidang 
sosial dan ekonomi (fungsi regulerend). Contoh: dikenakan pajak yang tinggi 
terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. 
Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian 
secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 
pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat 
dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada 
pengertian pajak antara lain sebagai berikut: 
a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 
perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan 
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pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam 
undang-undang." 
b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang 
dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar 
pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 
dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 
c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 
pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 
maupun pembangunan. 
d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib 
pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 
sesuai peraturan perundag-undangan. 
Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 
Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur 
atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi 
mengatur / regulatif). 
2.2.2 Fungsi Pajak 
 Menurut Resmi (2009:3) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara 
terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:  
a. Fungsi Budgetair (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk 
memasukan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya antara 
lain mengisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan 
target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran 
pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.  
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b. Fungsi Regulerend (mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat 
mengatur dan menggerakan perkembangan sarana perekonomian nasional yang 
produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan 
dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih 
banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi.  
 
Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi regulerend adalah:  
1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli 
barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin 
tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini 
dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang 
mewah (mengurangi gaya hidup mewah).  
2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang 
memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) 
yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.  
3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong 
mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar 
devisa Negara.  
4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industri tertentu, 
seperti industri semen, rokok, baja dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat 
penekanan terhadap produksi tersebut karena dapat mengganggu lingkungan 
atau polusi (membahayakan kesehatan).  
5) Pemebebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan 
untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. 
 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar 
menanamkan modalnya di Indonesia. 
 
Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi 
budgetair merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-
banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan 
pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi regulerend yaitu bersifat 
mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.  
2.2.3 Jenis Pajak  
Menurut Mardiasmo (2009:5) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat 
digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut 
sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.  
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1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri: 1) Pajak langsung, adalah pajak 
yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak 
dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 2) 
Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.  
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari: 1) Pajak subjektif, adalah pajak 
yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak 
atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya. 2) Pajak 
objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya 
baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan 
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan 
pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. 
3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari: 1) Pajak Negara 
atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 2) 
Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik 
Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga masing-masing  
 
Berdasarkan definisi di atas terlihat jelas bahwa jenis-jenis dari pajak daerah 
pada hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak 
pusat maupun pajak daerah sama harus berdasarkan peraturan perundang-
undangan begitu juga dengan hasil penerimaannya dipergunakan untuk 
pembiayaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan 
daerah, dan yang membedakannya hanyalah pelaksana pemungutnya.  
 
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak 
Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu 
tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, 
maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 





a. Pemungutan Pajak Harus Adil 
Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-
undangan maupun adil dalam pelaksanaannya 
b. Pemuutan Pajak Parus Berdasarkan UU 
Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan 
yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". 
c. Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian 
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 
mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 
maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan 
masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama 
masyarakat kecil dan menengah. 
d. Pemungutan Pajak Harus Efesien 
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 
pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus 
sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak 
akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan 
maupun dari segi waktu. 
e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana 
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 
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menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat 
positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran 
pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin 
enggan membayar pajak. 
Menurut Waluyo (2009:16) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel 
pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.  
a. Stelsel Pajak terbagi atas : 
1)  Stelsel nyata (rill), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan 
objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya 
adalah pajak penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat 
dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang 
sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 
2)  Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 
pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.  
3)  Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan 
pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dianutnya suatu 
stelsel pajak tertentu dalam suatu negara membawa adanya sistem 
pemungutan tertentu juga di dalamnya, seperti yang telah di uraikan di atas 
stelsel dibagi menjadi tiga, dan ketiganya juga memiliki kelebihan maupun 
kelemahan masing-masing.  
 
2.2.5  Asas Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2009:7) dalam era globalisasi sekarang ini, batas 
negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh 
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penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk 
menentukan negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan 
pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan sebagai berikut:  
1. Asas domisili (asas tempat tinggal) Dalam asas ini, pemungutan pajak 
berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. 
Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak 
terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau 
penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar 
negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak 
tersebut. 
2. Asas sumber Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber 
pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara 
yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak 
memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan 
Wajib Pajak. 
3. Asas kebangsaan Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada 
kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari 
mana sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal 
(domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Di Indonesia, secara tegas 
dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 
segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-
undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, 
diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh 
negara. Seperti yang telah di uraikan di atas merupakan asas utama yang 
paling sering digunakan oleh negara sebagai asas dalam menentukan 
wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan 
pajak penghasilan.  
 
Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2009:9) dibagi menjadi 3 
(tiga) yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding 
System. 
1. Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberikan 
wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya 
pajak terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak 
timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.  
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2. Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 
yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya 
pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, 
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus 
tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3. With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak 
yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 
pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.  
Di Indonesia, menerapkan ketiga sistem tersebut: (1) Official assessment 
system diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana 
KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang 
terhutang setiap tahun. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi 
cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) 
yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. (2) Self 
assessment system contohnya diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh 
(baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT 
Masa PPN. PBB juga menganut system self assessment dimana Wajib Pajak 
diberikan kepercayaan dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak 
untuk mendaftarkan dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai dimiliki 
atau dimanfaatkan (self declaration) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan 
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Objek Pajak (SPOP). (3) With Holding System diterapkan dalam mekanisme 
pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, 
PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti 
atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam 
kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti 
pemotongan ini nanti dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari 
Wajib Pajak yang bersangkutan.  
 
2.2.6 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 
Perhitungan PPh 21 2016 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP 
(Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang ditetapkan DJP. PTKP 2016 ( PTKP 
terbaru ) yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
32/PJ/2015 adalah sebagai berikut: 
1. Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan 
untuk wajib pajak orang pribadi. 
2. Rp   4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp    375.000,- per bulan 
tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan). 
3. Rp   4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp    375.000,- per bulan 
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda 
dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan 
sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga. 
4. Adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ( PTKP terbaru ) tersebut, membuat 




Berikut ini adalah contoh-contoh penghitungan PPh 21 2016 untuk 
karyawan atau pegawai tetap dengan PTKP 2016 ( PTKP Terbaru ), baik secara 
manual maupun otomatis dengan menggunakan aplikasi OnlinePajak. 
Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT. Onix Komunika dengan status 
menikah dan mempunyai tiga anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di 
Kementrian Komunikasi & Informatika. Sita menerima gaji Rp 6.000.000,- per 
bulan. PT. Onix Komunika mengik uti program pensiun dan BPJS Kesehatan. 
Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan 
gaji, yakni sebesar Rp 30.000,- per bulan. Di samping itu perusahaan 
membayarkan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) karyawannya setiap bulan sebesar 
3,70% dari gaji, sedangkan Sita membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan 
sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 
Kematian (JK) dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 
1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016 di samping menerima 
pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp 
2.000.000,-. Maka hasilnya dalah sebagai berikut: 
Gaji Pokok   6.000.000,00 
(i) Tunjangan Lainnya (jika ada)   2.000.000,00 
(ii) JKK 0.24%   14.400,00 
JK 0.3%   18.000,00 
Penghasilan bruto (kotor)   8.032.400,00 
Pengurangan     
1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00 = 
401.620,00 
401.620,00   
2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari gaji 
pokok 
120.000,00   
3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji 60.000,00   
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pokok, jika ada 
    (581.620,00) 
Penghasilan neto (bersih) sebulan   7.450.780,00 
      
(v) Penghasilan neto setahun 12 x 
7.450.780,00 
  89.409.360,00 
(vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 54.000.000,00   
    (54.000.000,00) 
Penghasilan Kena Pajak Setahun   35.409.360,00 
(vii) Pembulatan ke bawah   35.409.000,00 
PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)     
5% x 50.000.000,00   1.770.450,00 
PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00 : 12   147.538,00 
*Berlaku bagi WP dengan NPWP, tanpa NPWP maka perlu dikalikan 120% : Rp 
147.538,00 x 120% = Rp 177.046,00  
Penjelasan : 
Diasumsikan gaji pokok sebesar Rp 6.000.000,-. 
1. Tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, 
akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya 
tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung 
dari kebijakan perusahaan itu sendiri. 
2.  Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berkisar antara 0.24% - 1.74% 
sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Di OnlinePajak, tarif iuran JPP yang 
diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan-
perusahaan yaitu 0.24%. 
3. Biaya Jabatan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 
500.000,- sebulan, atau Rp 6.000.000,- setahun 
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4. Jaminan atau Iuran Pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang 
pendiriannya disahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk 
oleh perusahaan. Jumlah persentase yang diterapkan di sini adalah 1%. 
5. Penghasilan Neto: Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu 
tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu, 
maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan 
neto setahun, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai 
bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun 
dikalikan 8 (diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun: Mei-
Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan 
pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. 
6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berfungsi untuk mengurangi 
penghasilan bruto, agar diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak yang akan 
dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.  
Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, 
namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya 
PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0). (vii) Penghasilan Kena 
Pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka di 
belakang (ratusan rupiah) adalah 0. Contoh: 56.901.200,00 menjadi 
56.901.000,00. 
Masih banya wajib pajak yang menghindari PPh, beberapa faktor yang 
membuat masyarakat Indonesia masih enggan membayar pajak khususnya PPh. 
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yaitu karena masih ada rakyat yang tidak percaya dengan undang-undang di 
bidang perpajakan dan faktor kedua yaitu tidak percaya dengan petugas pajak. 
Namun akhir-akhir ini petugas pajak mulai dipercaya, dengan adanya tax 
amnesty, masyarakat percaya dengan pemerintah, petugas pajak dan UU Pajak," 
ujarnya. 
 
2.2.7   Tarif Pajak  
Menurut Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat 
macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif 
degresif. 
1. Tarif Proposional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun 
jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang 
proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.  
2. Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 
jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.  
3.  Tarif Progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 
yang dikenai pajak semakin besar.  
4. Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah 
dikenai pajak semakin besar. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar 
pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan 
sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif 
progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan 




2.2.7  Wajib Pajak (WP) 
Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian 
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan 
orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer,perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masa, dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 
Kewajiban perpajakan Wajib Pajak pribadi maupun badan sesuai dengan 
undang-undang KUP antara lain : 
a. Wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat 
untuk medapatkan NPWP. 
b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan 
benar,lengkap dan jelas. 
c. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang melalui Kantor Pos 
atau Bank persepsi yang ditunjuk. 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari 
dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi 
definisi sebagai objek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang 
merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan ditentukan untuk melakukan kwajiban perpajakan, termasuk pemungut 
pajak atau pemotong pajak tertentu. 
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2.2.8 Penggelapan Pajak (tax evasion) 
Menurut Murni (2013) penggelapan pajak merupakan usaha meringankan 
beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang dapat menghambat 
penerimaan negara. Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar. 
Mardiasmo (2013) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) adalah 
usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan 
cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang. 
Penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para 
wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi 
kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan 
tidak benar”. 
Menurut Siahan (2010) penggelapan pajak membawa akibat pada 
perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan 
meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut: 
a. Akibat Pengelakan/Penggelapan Pajak Dalam Dibidang Keuangan 
Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan 
penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu 
dapat menyebabkan ketidak seimbangan anggaran dan konsekuensi-kosnsekuensi 
lain yang berhubungan dengan penaikan tarif pajak, inflasi dan sebagainya. Untuk 
menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai 
berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara 
mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan 
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lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang 
tidak menunaikan kewajibannya itu)”. 
b. Akibat Pengelakan/Penggelapan Pajak dibidang Ekonomi 
Menurut Siahaan (2010), adapun akibat dari penggelapan pajak dalam 
bidang ekonomi adalah sebagai berikut: 
1. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat 
diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan 
pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai 
posisi yang lebih menguntungkan dari pada saingan-saingan yang tidak 
berbuat demikian. 
2. Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi 
perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha 
untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, 
dan tidak mengusahakann dengan jalan perluasan aktivitas atau 
peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat 
oleh fiskus. 
3. Pengelakan/penggelapan pajak termasuk juga menyebabkan langkanya 
modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya 
terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak sampai terdeteksi 
oleh fiskus. Oleh karena itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan 
oleh para WP pada hakikatnya menimbulkan dampak yang secara tidak 
langsung menghambat pertumbuhan dan peluasan usahanya, dengan 
mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang 
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dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran 
modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha 
menyembunyikan laba/keuntungan sedemikian rupa agar tidak sampai 
terdeteksi oleh fiskus.  
Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP memiliki konsekuensi 
yang sangat berisiko secara material dan non material. Secara material bahwa WP 
akan menganggap perbuatan penggelapan pajak itu akan menguntungkan secara 
jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak 
penggelapan pajak tersebut, maka WP akan membayar dengan kerugian berkali-
kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana dalam jangka waktu tertentu. 
Ditambah pula jika WP tidak mempunyai cukup dana untuk menutup denda maka 
sejumlah asset akan disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko 
kejiwaan. 
Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 pengertian 
wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
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perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. Kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan maupun 
perseorangan sesuai dengan undang-undang KUP antara lain: a. Wajib 
mendaftarkan diri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk 
mendapatkan NPWP. b. Wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan 
(SPT) dengan benar, lengkap dan jelas. c. Wajib membayar atau menyetor pajak 
yang terutang melalui Kantor Pos atau Bank persepsi yang ditunjuk. Jadi dari 
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis 
yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan yang memenuhi definisi 
sebagai subjek pajak dan menerima atau memperoleh penghasilan yang 
merupakan objek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 
 
2.3  Pandangan Islam Tentang Pajak 
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-‘usyr atau al-
maks, atau bisa juga disebut ad-daribah, yang artinya adalah pungutan yang 
ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-
kharaj, akan tetapi al-kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang 
berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut al-
„asyar (Hasan, 2003:64). 
Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal 
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menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi 
para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 
harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi 
kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, 
politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara (Hasan, 2003:65-
66). 
Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan 
salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh 
dari musuh tanpa perang (fay’), harta wakaf, barang temuan (luqatah) dan dari 
kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu jizyah (pajak 
kepala), kharaj (pajak bumi), dan ‘usyur (pajak atau bea cukai atas barang ekspor 
dan impor). 
Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 
harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi 
kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum di satu pihak dan untuk merealisir sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik 
dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban 
berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya 
secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya 
digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat (Baqa, 




a. Jizyah (pajak kepala) 
Jizyah adalah imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai 
balasan atas kekafirannya atau sebagai imbalan atas jaminan keamanan yang 
diberikan orang-orang muslim padanya.3 Pemungutan jizyah disyaratkan dalam 
surat at-Taubah ayat 29 yang artinya: 
Artinya: ‚Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak 
(pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang 
benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada 
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 
Keadaan tunduk  (QS. At-Tawbah: 29) 
 
Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, balig dan berakal dan yang 
dikenakan jizyah adalah orang-orang yang termasuk golongan ahli kitab (Yahudi 
dan Nasrani).5 Besarnya kadar jizyah yang dipungut diserahkan kepada 
kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 
tahun sekali  
Di zaman Rasulullah SAW dan khalifah hurrosyidin, hukum jizyah 
dikenakan pada diri orang kafir yang tidak mau memeluk agama Islam sebagai 
ketundukan mereka kepada pemerintah Islam. Jizyah tersebut wajib diambil dari 
orang-orang kafir selama mereka tetap kafir. Namun, apabila telah memeluk 
agama Islam, maka jizyah tersebut gugur dari mereka. Jizyah dikenakan atas 
orang bukan atas harta sehingga dikenakan atas tiap-tiap orang kafir bukan atas 
hartanya.7 Selain itu, pajak juga diwajibkan kepada umat Islam dengan 
berdasarkan nash yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an:  
اوُِرفْنا ًافاَفِخ لاَاقِثَو اوُِدىاَجَو ََأِبَِلاَوْم  ََْنأَو َُِسف َِ ِف َِليِبَس َِوَّللا َِلَذ َْيَخ  َر ََل َِْنإ َْنُك ََت ََل ََنو . 
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Artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, 
dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu 
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".8(QS. At-Taubah: 41). 
b. Kharaj (Pajak Tanah) 
Menurut al-Mawardi, kharaj adalah uang yang dikenakan terhadap tanah 
dan termasuk hak-hak di atasnya yang harus ditunaikan. Tidak seperti jizyah yang 
dasar hukumnya ditentukan oleh nash, kharaj didasarkan pada ijtihad, karena 
kharaj ini tidak ditemui pada masa Rasulullah SAW, tetapi mulai digali pada masa 
pemerintahan Umar bin Khattab.9 Menurut sebagian ulama, kharaj diambil dari 
orang kafir maupun dari orang muslim. Kadar kharaj, jumlah minimal dan 
maksimalnya ditetapkan oleh pemerintah dan dibayar sekali dalam setahun.10 
c. „Usyur (Pajak Perdagangan/ Bea Cukai) 
„Usyur menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, 
„usyur berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati 
batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang. Bea cukai 
barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah 
bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-
nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur 
Bashrah Abu Musa al-Asy‟ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar 
muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak 
termasuk wilayah islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 
10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah ijtihad. 
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„Usyur pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang 
memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, 
„usyur mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara 
Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia 
seorang muslim, z}immi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, 
pedagang z}immi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. „Usyur dibayar tiap 
kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang 
dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar „usyur sudah 
ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan siya>sah 
syar‟iyyah yang diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah demi kemaslahatan 
umat (Rahmat, 2003:23). 
 
2.4 Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
 Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan 
cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat 
penerimaan Negara (Xynas, 2011). Menurut Resmi (2009;33), upaya menghindari 
pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk 
perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup 
perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak. 
Menurut Rahmadi (2014;19) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan 
dikarenakan oleh:  
1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang 




2. Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, 
maka makin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan. 
3. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, 
maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang. 
4. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku 
kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan 
kecurangan. 
 Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu 
upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan seperti berikut. 
1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu. 
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu. 
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan 
benar. 
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. Tidak dapat 
memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang 
dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut. 
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang. 
6. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga. 
7. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan 
pembayaran pajaknya dengan cek. 




2.5 Pemahaman Perpajakan 
 Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitannya dengan pembayaran 
pajak. Resmi (2009;8) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan 
peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang 
perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat 
untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP 
dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. 
 Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak 
oleh wajibpajak dikarenakan, pertama, wajib pajak apabila ada wajib pajak baru 
yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar 
mendapatkan NPWP. Selanjutnya wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP 
harus memperbarui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara 
berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti 
dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak (Waluyo, 2007;43). Secara psikologis 
dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya 
bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas 
negara.  
 Resmi (2009;11) menyatakan bahwa sosialisasi akan Undang-Undang 
Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, 
diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus-kasus penggelapan pajak. Ditambah 
dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan 
memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, 
sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk 
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meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak. 
Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan 
membayar pajak (Resmi, 2009;13). 
 
2.6  Diskriminasi Perpajakan 
a. Pengertian Diskriminasi 
 Berdasarkan Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 1 ayat (3), UU tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah 
setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak 
langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, 
kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan 
keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan 
pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, 
hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain. 
 Menurut Djajadiningrat (2001;18), diskriminasi adalah perlakuan yang 
tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, 
biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, 
kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.” Sedangkan definisi 
diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku 
apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau 
pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan 
individu atau jasanya. 
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 Suminarsasi (2016;3) menyatakan bahwa beberapa bentuk diskriminasi 
perpajakan antara lain kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan 
NPWP yang saat ini kebijakan tersebut telah dihapuskan, serta kebijakan 
diperbolehkannya zakat sebagai pengurang beban pajak yang dibayarkan dan 
adanya zona bebas pajak, karena kebijakan tersebut hanya menguntungkan 
kelompok masyarakat tertentu saja. Sehingga dapat menyebabkan timbulnya 
kecemburuan oleh kelompok masyarakat lain yang tidak menerima keuntungan 
dari kebijakan tersebut. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi wajib pajak 
melakukan peggelapan pajak. 
 
2.7  Teknologi Informasi 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi dibedakan 
menjadi dua definisi, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu 
pengetahuan terapan dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 
yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dirjen Pajak 
telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi 
perpajakan dalam hal teknologi berlandaskan case management (Mentari, 
2017;51). Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu e-system 
perpajakan. 
 Pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi E-system 
perpajakan ini agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dan E-system perpajakan harus dilaksanakan untuk 
mengurangi penyalahgunaan uang pajak. E-system perpajakan terdiri dari e-
registration, e-filling, e-SPT, e-NJOP, e-NPWP, e-billing, dan e-faktur. 
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 Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan 
prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta 
informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan 
terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 
2015;5). Dengan semakin memadainya Teknologi dan infomasi dibidang 
perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya semakin efektif dan efesien. Teknologi dan informasi 
perpajakan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak, media elektronik, 
dan media internet. (Silaen, 2015;5). 
 Modernisasi layanan perpajakan yang sudah memadai diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa 
meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. 
Ada beberapa fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap 
dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi, 
yaitu sebagai berikut. 
a.  Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat 
pelayanan yang terpadu disetiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau 
laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung 
oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi. Dengan 
adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang 
diberikan kepada Wajib Pajak. 
b. Account Representative 
47 
 
Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya Account Representative 
(AR). AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang 
khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi Wajib Pajak secara 
langsung. Dengan adanya Account Representative ini diharapkan dapat 
menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan Wajib 
Pajak. 
3.   Help Disk 
Dengan adanya Help Disk diharapkan mampu menghilangkan kebingungan 
dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan 
dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, fasilitas help disk 
dengan teknologi tax knowledge base, menyangkut: 
1. Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini 
2. Dikompilasi sesuai standar Q&A, flowchart, dan penjelasan singkat. 
3. Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses. 
4. Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai 
pajak. 
4.   Complaint Center 
Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar di 
KPP diwilayah kerjanya. 
5.   Call Center 
Fungsi call utama yang ditangani call center menyangkut pelayanan 
(konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya). 
6.   Media Informasi Pajak 
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Dengan adanya media informasi, Wajib Pajak dapat mengakses segala sesuatu 
hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis. 
7. Website 
Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih 
lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website perpajakan yang 
dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id. 
8. E-system perpajakan 
Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses kerja 
dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. 
Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak, yaitu: 
a. e-registration  
b. e-SPT  
c. e-filling. 
d. online payment  
 Berdasarkan uraian di atas, Wajib Pajak diharapkan dapat 
menggunakannya dengan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajibannya dan 
dapat meningkatkan kepatuhan terhadap berbagai aturan perpajakan, serta dapat 
menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Akan tetapi, menurut 
Permatasari & Laksito (2013;2) masih banyak Wajib Pajak yang masih 
menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan secara manual, jarang membuka 
website DJP dan belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh DJP 





2.8  Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang berkaintan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap perilaku penggelapan pajak sudah 
dilakukan oleh penelitian terdahulu. 
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu 
No
. 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n pajak  
 Penelitian-penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan usulan 
penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Ade Mentari (2017). 
Penelitian tersebut memaparkan hasil studi kasus mengenai Faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Hasil dari 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa Secara simultan variabel keadilan, 
diskriminasi, sistem perpajakan dan teknologi informasi memberikan pengaruh 
terhadap persepsi atas penggelapan pajak. Hasil dari penelitian tersebut 
mengindikasikan bahwa variabel diskriminasi pajak dan teknologi informasi 
memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak. 
 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nisa afriani (2016) meneliti 
tentang  Pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, presepsi pada fiskus dan 
keadilan terhadap tindakan tax evasion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pemahaman perpajakan merupakan parlemen yang perlu dibahas karena 
merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi 
penggelapan pajak.  
 Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 
penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib 
Pajak Orang Pribadi (WPOP) di kota Pekanbaru atas perilaku penggelapan pajak. 
Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa wajib pajak akan mempersepsikan 
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perilaku penggelapan pajak sebagai tindakan tidak etis atau etis untuk dilakukan. 
Sasaran penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di 
Pekanbaru khususnya kecamatan Tampan. 
 Adapun alasannya karena Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung tidak 
patuh, lebih rentan dalam melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, alasan 
pemilihan kota Pekanbaru dikarenakan bahwa Pekanbaru merupakan kota yang 
berkembang dengan jumlah setoran pajak yang terus mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun, namun dalam kurun waktu yang sama memperlihatkan belum 
mencapai optimalisasi penarikan pajak sebagaimana ditargetkan.  
 
2.9  Kerangka Pemikiran 
 Dalam penelitian ini yang dimaksud persepsi sendiri adalah sudut pandang 
Wajib Pajak dalam memandang tindakan penggelapan pajak sebagai perilaku 
yang etis atau tidak etis untuk dilakukan. Variabel perilaku penggelapan pajak 
yang dipersepsikan dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh variabel 
pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan, diskriminasi pajak dan teknologi 
informasi perpajakan. Adapun model kerangka pemikiran yang dimaksud 
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Penggelapan Pajak (Y) 




2.10  Hipotesis 
2.10.1  Pengaruh Pemahaman Perpajakan TerhadapPerilaku Penggelapan 
Pajak 
 
 Pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi 
atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa 
besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh wajib pajak, 
dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar 
harapannya ke depan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah 
mungkin dan Wajib Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum 
dantidak etis untuk dilakukan.  
 McGee (2009;23) dalam penelitiannya mengaitkan sistem perpajakan 
danpemahaman Undang-Undang perpajakan dapat berjalan dengan semestinya 
serta kemungkinan penyalahgunaan dalam sistem apapun. Mengacu pada teori 
persepsi, timbulnya persepsi oleh individu dipengaruhi oleh stimulus-stimulus, 
salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. 
Wajib Pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan 
yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. 
Dari pernyataan diatas, dapat dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh 
dari tingkat pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 
persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis pertama yang diusulkan 
adalah:  





2.10.2 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak 
 
 Menurut Djajadiningrat (2011;5), diskriminasi adalah perlakuan yang 
tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, 
biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, 
kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Perbedaan 
perlakuan ini bisa terjadi pada wajib pajak yang memiliki kekerabatan dan yang 
tidak memiliki kekerabatan dengan pihak fiskus. 
 Selain itu perbedaan perlakuan juga terjadi dengan adanya kerjasama 
antara pihak fiskus dengan wajib pajak yang berusaha untuk meminimalisasikan 
jumlah pajak terutangnya. 
 Zakat yang dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZIS dapat dikurangkan 
dari jumlah pajak yang terutang, khususnya pada pajak penghasilan. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi beban ganda yang dikenakan pada wajib pajak. 
Kondisi ini juga dijelaskan dalam ketentuan perpajakan Undang-Undang No. 7 
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 
a nomor 1 yang berbunyi: “Yang dikecualikan sebagai Objek Pajak adalah: 
bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para 
penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ”. 
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 Kebijakan pajak dalam pasal tersebut menguntungkan sebagian kelompok 
masyarakat saja, sehingga akan mengakibatkan kecemburuan pada kelompok 
yang tidak menerima keuntungan dari kebijakan tersebut. Sedangkan, 
pengurangan pajak atas kewajiban pembayaran sumbangan untuk agama lain 
belum diatur. Masih adanya masyarakat yang kontra dengan kebijakan peraturan 
yang berlaku, salah satunya disebabkan oleh pemerintah yang masih melakukan 
diskriminasi. Penerapan kebijakan pemerintah ini belum merata, karena ada 
sebagian pihak yang untung dan sebagian yang dirugikan. Penelitian yang 
dilakukan Suminarsasi & Supriyadi (2016), membuktikan jika diskriminasi 
berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak. Dari hal 
tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis: 
H2: Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan 
pajak.  
 
2.10.3 Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Perilaku 
Penggelapan Pajak 
 
 Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan 
sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). 
Munculnya pemikiran mengenai pentingnya teknologi dan informasi yang baik 
bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar 
pajak.  
 Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) didasari oleh teori 
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atribusi situasional. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang 
dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) 
dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan 
pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi 
oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan teknologi dan informasi perpajakan. 
 Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai 
penggelapan pajak yaitu bagaimana penerapan teknologi terkini dalam pelayanan 
perpajakan. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah ini 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan 
Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan 
pelaporan pajak dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion) 
(Permatasari & Laksito, 2013). Semakin baik teknologi dan informasi perpajakan 
yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, 
sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka 
perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis. 
 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013)) dan 
Silaen (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan 
berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan 
pajak (tax evasion). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang 
keempat, yaitu: 
H3: Terknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap 





2.11  Model Penelitian 
Model penelitian yang digunakan untuk menganalisa persepsi wajib pajak 
orang pribadi terhadap penggelapan pajak adalah sebagai berikut : 
 







Persepsi Wajib Pajak Orang 
Pribadi 
 (X) 
Penggelapan Pajak 
(Y) 
